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Abstract

Corruption is a criminal act an dertimine to state finance country, dengan in law 2001, dengan concering Act Law. Criminal education, of corporation need crime,. The formulation, in problems of author discusses are: 1) How is the formulation of reimbursement payments determined in corruption cases? and 2) Why has the realization in pay replace in money an add sanction in berween appy law regulations, based result of the research, the authors conclude that related to the legal consequences if the convict is unable to pay replacement money as an additional sanction in a corruption case, it is necessary to reconstruct the formulation of Article 30 paragraph (2) so if the fine and compensation money are not paid, the convict must pay it until it is paid off in installments according to his ability and can be inherited by the heirs if the convict dies. Whereas the reconstruction or formulation of replacement money in Article 18 paragraph (3) of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20  of 2001 concern, corrupt in event ten convict does reffered (1) letter b, the convict is obliged to repay the shortage of money in installments during or after serving his sentence until it is paid off and if the convict dies, the obligation to replace it is given to his heirs.
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Abstrak

Korupsi tindak pidana dengan kerugian finansial. Hambatan pembangaunan nasional, regulasi denan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas regulasi nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2001) dengan pernyataan jika tindak pemidanaan ialah perbuatan yang melanggar hak sosial, ekonomi masyarakat yang luas, harus diberantas. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : 1) Bagaimana penentuan formulasi pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi ? dan 2)  Mengapa realisasi pembayaran uang pengganti sebagai sanksi tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi belum efektif ?. Metode kajian penulis pergunakan merupakan metode yuridis normatif merupakan analisa yang terkait dengan aturan undang-undang yang berlaku, teori hukum, praktek undang-undang yang terkait masalah yang dilakukan pembahasan. Beralaskan dari hasil kajian, kemudian diambil garis besar jika butuh rekomendasi Pasal dan uang pengganti, terpidana harus melakukan pembayaran dengan lunas sesuai dengan kemampuannya. Pasal 18 ayat 3 mengenai terpidana tidak memiliki harta dengan kecukupan pembayaran, yang dmaksudkan sebagai pengganti hingga lunas serta yang waji mengganti pada ahli warisnya. 
Kata Kunci : Sanksi Hukum, Membayar Uang Pengganti, Korupsi
A. PENDAHULUAN
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) suda menyebar luas. Tak hanya instansi pemerintahan namun juga hak sosial serta ekonomi dan masyarakatnya. Hambatan daya tumbuh serta keberlangsungan membangun yang memiliki keadilan serta makmur. Tipikor tidak lagi dalam golongan kejahatan biasa, namun sudah luar biasa. (Adami Chazawi, 2016) Metode konvensional yang dipakai dengan pembuktian penyelesaian soal korupsi, dari masyarakatnya dengan menyelesaikan dari cara yang luar biasa. 
Setelah pemberlakuan regulasi mengenai Tipikor, banyaknya pelaku yang dipersidangkan dan mendapakan putusan pengadilan. Didasarkan dari Laporan Kerja Mk dengan catatan pemulihan tahun 2019 hingga  sebesar Rp.1,5 Triliun dengan tiga ratus enam puluh lima perkara, denda dengan nilai tujuh puluh miliar, dari tahun 2018, berdampak dengan terampasnya aset Tipikor, (Katadata Media Network, 2021) yang sebenarnya, hasil pengembalian kerugian tidak sukses. 
UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan jika jenis tindak pidana ini merugikan negara, menghambat pembangunan. (Undang Undang Nomor 20, 2001) denan penegasan undang-undan lainnya dengan pernyataan jika tindak pidana korupsi ini ialah pelanggaran hak dengan masyarakat luas dengan golongannya. (Undang Undang Nomor 20, 2001) 
Korupsi sudah berdampak dengan kerusakan sendi ekonomi negara, kecedurungan dengan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang jelas dengan luas dari segala arah. Hal ini berdampak dengan maksud pembangunan nasional yang dicapai untuk kemakmuran rakyatnya. (Andy Faisal, 2010)
Upaya mencegah dan memberantas korupsi ini, dengan instrumen pemidanaan yang memiliki pembeda dengan lainnya. Ancaman itu dengan penjara, sistem minimum khusus, dengan membayar uang ganti kerugian. Pembayaran uang pengganti dengan lamanya tak boleh lebih dari yang pokok. (Evi Hartanti, 2009)
Membayar uang ganti ini menjadi konsekuensi yang berdampak dari perbuatan yang dilakukan sesuai dengan yang dimaksudkan Pasal 17: “Dengan bisa dilakukan penjatuhan pidana dari Pasal 2, 3 dan 5. Terdakwa dijatuhi pidana penambahan dalam Pasal 18. Berikutnya, ketentuan dengan membayar uang pengganti jumlah yang banyak dengan perolehan pidana korupsi. (Undang Undang Nomor 20, 2001)
Dalam penelitian kemudian penulis mencotohkan telah diberikan sanksi baik hukuman penjara ataupun pidana tambahan membayar uang mengganti yang kasusnya telah diputus hinggga Kasasi dengan putusan Nomor 1403 K/Pid.Sus/2020. Dalam kasus ini terdakwanya adalah LANA anak dari NERAJIT (58 tahun), yang oleh Jaksa penuntut Umum telah dituntut dengan Pasal 3 juncto Tipikor, dengan selanjutnya agar terdakwa LANA dipenjara dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan; dan Agar Terdakwa LANA anak dari NERAJIT dalam pembayaran denda tersebut. 
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PNSmr tanggal 19 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa LANA anak dari NERAJIT tersebut di atas, dinyatakan terbukti bersalah, dengan penjatuhan pidana pada terdakwa hingga tiga tahun dengan denda lima puluh juta rupiha, dengan ketentuan hukuman terdakwa pembayaran utang hingga Rp110.548.000,00 seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah. 
Putusannya dengan mengadili nomor 16/PID.TPK/2019/PT SMR tanggal 18 September 2019 dengan amarnya dengan pernyataan jika LANA meyakinkan dengan memiliki kesalahan, melakukan penjatuhan pemidanaan dengan denda ataupun diganti hukuman penjara. Menghukung terdakwa dengan penggantian sertatus sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan rupiah, putusan ini berkekuatan hukum tetap. 
Rumusan Masalah

Perumusan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana penentuan formulasi pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi ? dan 2)  Mengapa realisasi pembayaran uang pengganti sebagai sanksi tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi belum efektif ?
Metode Penelitian
Bentuk penelitian kajian yang dipergunakan dalam metode penelitian ialah yuridis normatif, dengan analisa aturan undang-undang dengan teori hukum, praktek dan pelaksanaanya. Kajian ini dengan analisa masalh hukum, kenyataan dan hal lainnya yang terkait denan pendekatan hukum. Kajian ini dengan bentuk penggambaran ataupun analisa, dengan obyek ataupun yang dimaksudkan dan disimpulkan dalam tindak pidana korupsi. (Soerjono, 2010)
B. PEMBAHASAN
Penentuan Formulasi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Barda Nawai Arief dalam perkembangan ilmu, hal yang umum dan yang menjadi praktek, masalah yang muncul terkait dengan kedudukan kaidah hukum, mengetengahkan efektifnya. Pengertiannya dengan yang menjadi sorong yang akan dicapai. (Barda Nawawi Arief, 2003)
Hubungan dengan faktor masyarakatnya menjadi pengaruh, penegakan hukum yang terkait dengan acuan dari Friedman mengenai unsur, budaya hukum merupakan sikap dan nilai yang terkait dengan pelayanan hukum. (Abdul Manan, 2005)
Kata “ Korup “ artinya buruk, busuk dan suka memakai barang orang yang dipercayai padanya, disogok dengan kepentingan personal. Korupsi ini dalam kamus merupakan sikap menyelewengkan keuangan perusahaan ataupun orang lainnya. (KBBI)
Korupsi dari latinnya yaitu Corruptio – corruptus, dengan memperlihatkan perbuatan yang tidak baik, busuk tidak benar. (Sudarto, 2006) Dari anggapan Pasal 2 ayat 1, menyebutkan jika dimaksudkan dengan pemidanaan berlawanan, memperkaya diri sendiri dengan kerugian keuangan. Unsur delinya yaitu:

1.  Tiap Orang; 

2.  Melangsungkan perbuatan berlawanan hukum;

3.  Perkaya diri nasional, orang lainnya dengan korporasi;

4.  Kerugian finansial dengan ekonomi negara.

Korupsi ialah wujud apa yang dilakukan berlawanan dengan hukum, kerugian finansial dan negara. Adapun yang dimaksudkan berlawanan dengan hukum yaitu dari apa yang dilakukan, sesuatu yang berdampak dengan munculnya bagi orang lain. Perbuatan ataupun tidak melakukan apapun dengan kesengaan ialah sebuah kecelakaan. (Munir Fu’ady, 2005) Dari kultur, pemberantasan korupsi ialah sosialisasi, denan nilai dan tindakan, dilakukan pembuktian terbalik. 
Jika diambil pembandingnya, sistem pemidanaan dengan kaitan di Indonesia, pengenalan denda oleh Pengadilan. Belanda kenal dengan sanksi ekstra, dengan sanksi ekstra yuridis, kantor kerjakaan dan lainnya. (Soedjono D, 2009)                          
Efektivitas pidana uang pengganti dengan pemberian efek jera bagi pelaku, pembayaran uang rugi pengganti, dengan penjatuhan pidana kurungan yang lama, keuangan negara dan korupsi itu. Pidana penggantian uang tak memberi efek jera bagi mereka yang melakukannya. Pidana denda ini sebuah hukuman berdasar dengan ketentuan KUHP, diwajibkan dengan pembayaran uang dengan penetapan putusan pengadilan. (Jan Remmelink, 2003)
Menurut Undang-undang Tipikor, bentuk sanksinya ialah dengan penjara dan uang pengganti. Ketentuannya ini dengan menerapkannya akan tetapi hal ini belum efektifnya dengan hakim sebagai pokoknya, memiliki kemanfaatan yang baik dengan merampas dan membuat jera pelakunya. (Wahyuningsih, 2015)
Dari kajian lainnya, formulasi pidana uang pengganti dari hukum pidana positif ini. Aturan pidana uang pengganti dnegan memberlakukan uang pengganti dengan pengenaan bagi pelakunya. Jikalaupun bagian besar perkaranya terbukti dengan keabsahan. (Syaiful Bakhri, 2010) Akan tetapi, sebagian besar, ataupun keseluruhan nya oleh KPK dengan kecenderungan eksekusi uang pengganti. Penjatuhan pidana ini tak efektif, dengan ketentuang kurungan ini, pada pasal 30 KUHP tidak dengan aturan batas waktu. Maka ketentuan dengan penjaminan pembayaran uang pengganti.  Maka, walaupun hakim menjatihkan pidana uang, dengan kurungan enam bulan penjara, harus dilaukan pembayaran harta pelaku maupun keluarga. Alternatifnya, ialah dengan menentukan suatu aturan dengan sifatnya paksanaan pidana, melelang barang lewat umum. Hal ini bisa dilakukan dengan pembayaran denda. Walaupun barang sudah disita dan pengganti benda. (Ninik suparni, 2015)
Pidana membayar uang pengganti dengan maksimal. Denda hakim dari putusannya dengan pemberian pidana ganti kerugian. Akan tetapi dalam kenyatannya hal ini tidak memberikan efek jera, dengan banyaknya pidana tersebut. (Bambang Hartono, 2011)
Aturan hukum denda, dengan regulasi pidana contohnya dari pasal 2 ayat (1) dengan isi pada intinya, tiap orang yang berlawanan hukum, memperkaya diri sendiri, dengan pidana seumur hidup, dengan dendanya dua ratus juga paling banyaknya satu miliar. 
Beralaskan hal tersebut, aturan denda ini terkesan tak serius dengan hukuman yang sifatnya minimalis, hukuman yang kecil dengan denda hanya dua ratus juta sampai paling besar satu milyar. Kemudian hukuman ini dengan putusan hakim pelaksanaan pidana dengan mengganti tujuan pemidanaan, pemberian efek jera dengan Nawawi Arief yaitu ; (Indung Wijayanto, 2015)
1. Tak ada kenentuan mengenaitindakantindakan lainnya dalam penjaminan pelaksanaan pidana denda, dengan perampasan ataupun penyitaan harta benda, kekayaan dan uang pengganti;

2.  Maksimal kurungan hanya enam bulan hingga delapan bulan dengan denda, dan ancaman hakim tinggi;

3.  Tidak ada acuan dan kriteria penjatuhan pidana denda, dengan yang umum ataupun khusus dengan contoh denda, penjatuhan karena ia belum dewasa dan lainnya. 
Kemudian butuh formulasi kebijakan melaksanakan pidana denda penggantian pidana dengan efektifikas pelaku tindak pidana dengan pemilihan penggantian tindak pidana yang butuh rumusan yang merubah tindak pidana ini tentang pidana denda.
Begitu juga dengan uang pengganti dari Pasal 18, dengan melaksanakan tidak efektif, dikarenakan penelusuran harga kekayaraan yang disembunyikannya. Kemudian dengan usaha penyembuyian harta itu, dengan formulasi dan kebiajakan. Mengembalikan kerugian yang maksimal dan mendasar dengan hukuman penjara. 
Beralaskan teori hukum, dengan anggapan faktor tak efektifnya hukuman denda dan uang pengganti diatas, diperhatikan dengan regulasi: Pertama, regulasi mengenai korupsi tidak dengan mendalam dan juga konkrit aturannya. Pengganti hal ini dengan pelaksanaan hak dengan pelaku tindak pidana dengan dicicil ke negara, disesuaikan dengan daya mampu pelaku hingga lunans. Rumusan permasalahn dengan acuan dan arti penggambaran bentu pidana dengan menggantinya dengan para penegak hukum agar lebih progresif. 
C. PEMBAHASAN

Belum Efektifnya Realisasi Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Sanksi Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi 
1. Adanya Dualisme Penerapan Perhitungan Nilai Uang Pengganti           

Dualisme dalam menerapkan nila uang, yang nyata dan rumit, memperhitungkan uang pengganti disebutkan dari Pasl 18, dengan rumusan sederhana dari kenyataan jika perhitungan, uang pengganti dan pengertian dari hasil korupsi itu dengan perhitungan nilai harta, pengalihan dengan pemilihan keseluruhan dakwaan yang asalnya dari korupsi dan bukannya (Undang Undang Nomor 20, 2001). (Evi Hartanti, 2009)
Pemilahan ini pada faktanya, juga tidak mudah dilakukan dengan keperluan keahlian yang lengkap dan perlu dengan cermat, dalam birokrasi hasil korupsi. Hal ini dengan ingat pada perkatra kompleks, kompeleksitas itu dengan jumlah pelaku, yang umum dan lebih dari seseorang, dengan kedudukan dan mengalihakn, menyebunyikan dengan harta korupsi tad. Kemudia, lamanya pengungkapannya, perkara korupsi dengan kesulitan harta hasil korupsi tersebut.  
Rumitnya hal tersebut, kemudian mendorong penuntut umum untuk melakukan penilaian dengan tolak ukur hitungnya. Berdasar pada kerugian yang muncul. Sebagaimana yang dipaparkan Yoseph Suardi, (Michael Barama, 2011) jika hal ini dengan uang pengganti dengan tujuan menutup kerugian. Meskipun uang pengganti ini tidak ada metode baku yang dipakai, prakteknya wajar. Berdasar kepada pertimbangan perkara pembelian ataupun pelepasan wajar, perhitungan dan realisasinya. (Evi Hartanti, 2009)
Walaupun, lebih mudah dengan memperhitungkan nilai uang, menggantikan beralaskan kerugian dan resiko. Utama ialah kemungkina besar ialah tidak sama dengan hasilnya korupsinya yang muncul. Bisa dengan ingat pada sistem pembukuan keuangan. Hingga jumlah uang pengganti masing-masingnya berbeda. 
Konsekuensi berikutnya, jika korupsi yang dilangsungkan ini dengan menyertakan dengan perhitungan yang besar dari hasil korupsi. Prakteknya, besaran uang pengganti perkara ini bersama dengan penyertaan: (Michael Barama, 2011) (1) tanggung renteng, dengan prosi. Model pembebanan tanggungan ini dengan dakwaan wajib dalam pemenuhan hukuman dakwaan dengan uang pengganti dan yang wajib pada dakwaan otomatis. 
Kemudian, model pembebanan proposional besaran uang dengan mengganti hakim pada masing-masing yang mendakwakan. Jaksa dengan ini memberi instruksi model pembebanan dengan Surat Edatan, dengan kepenunjukan pada Jaksa Umum. (SEJA, 2009)
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PNSmr
Putusan Pengadilan, nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PNSmr tanggal 19 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1)
Menyatakan Terdakwa LANA anak dari NERAJIT dengan tak terbukti dengan sah serta meyakinkan melakuakn kesalahan;

2) Melakuakan pembebasan terdakwa
; 

3)
Menyatakan jika terdakwa tersebut terbukti dengan keabsahan dan meyakinkan dengan dakwaannya;

4) 
Penjatuhan pidana dikarenakan hal tersebut dengan denda lima puluh juta dengan ketentuan tak dibayarkan, diganti dengan dua bulan;

5)
Memeberikan hukuman pembayaran ganti kerugian Rp110.548.000,00 dengan putusan ini kemudian memiliki hukum tetap, tidak dilakukan pembayaran benda dan pelelangan;

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 16/PID.TPK/2019/PT SMR

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 16/PID.TPK/2019/PT SMR tanggal 18 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

•  
Penerimaan meminta banding dengan Jaksa ataupun penuntut Umum;

• 
Pengubahan putusan pengadilan dengan kelengkapan:

1) 
Memberikan pernyataan itu tidak dilakukan pembuktian diyakinkan bersalah dengan dakwaan Primair;

2) 
Pembebasan Terdakwa dikarenakan dakwaan Primair;

3)
Pernyataan Terdakwa LANA, dan NERAJIT diatas denan pembuktian pengesahan, merasa bersalah dengan korupsi sebagai subsidairnya;

4) 
Penjatuhan pidana pada Terdakwanya dikarenakan hal tersebut dengan dua tahun, denda lima puluh juta dengan ketentuan denda pembayarannya dengan kurungan satu tahun;

5) 
Hukuman dengan dakwaan Rp 110.548.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan paling lamanya sebulan, dengan putusan dengan penetapan, tidak dengan pembayaran harta menutupi pengganti terkait Terpidana dengan memiliki harta beda kecukupan pidana dengan enam bulan;

6) 
Penetapan Terdakwa dengan penahana dan kurungan yang keseluruhan pidana penjatuhan;

7)
Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4.
Putusan Peninjauan Kasasi Nomor 1403 K/Pid.Sus/2020

Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 dengan regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pengubahan dengan Tindak Pidana Korupsi, dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981, dengan MA sebagaimana dengan regulasi dan merubah kerudanya dengan aturan undang-undangnya lainnya yang terkait; Mengadili : melakukan penolakan kasasi dengan pemohon Kasasi Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut”.
D. PENUTUP

1. Kesimpulan
a. Formulasi kebijakan pidana uang untuk mengganti korupsi di Indoneisa, diperhatikan dengan ialah ; Pertama, dengan undang-undang kurang rensponsif, terkhusus dengan regulasi dan pemberian jalan keluar hukuman uang penggantian pidana, dengan perlu jalan keluar dengan menyicil berkala hingga lunas dengan keingina pelaku dengan selesai hukuman penjara, denda dengan pengagntian bentuk hutang pelaku pembayaran dan warisan kedua aparat hukum terkhusus hakim dengan kemampuan terobosan hukum penemuan yang utama dengan pengembalian kerugian negara dengan efek jera, pencapai dan kemakmuran sosial rakyat;
b. Terkait dengan akibat hukum jika terpidana tidak memiliki kemampuan uang pengganti sebagai sanksi dengan kasus dari Pasal 30 ayat (2) menjadikan pidana uang pengganti, tidak melakukan pembayaran, mencicil dengan sesuai dengan kemampuan dengan warisan dan ahli waris. Rekontruksi dengan formulasi Pasal 18 Undang-undang Tipikor, pemidanaan harta benda dengan kecukupan pembayaran uang pengganti dengan bagaimana ayat (1) hurup b, pemidanaan wajib, cicilan keuangan itu sesudah pidana dengan pemidanaan meninggal dunia dengan ahli warisnya.
2. Saran
a. Ketentuan pidana denda serta membayar dengan kejahatan extraordinary crime sudah diatur dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus lebih efektif penerapannya supaya ada pengembalian uang Negara yang dikorupsi, sehingga menibulkan efek jera, jangan justru hakim dengan banyaknya memilih pidana penjara sebagai pengganti;
b. Diperlukan acuan bagi para hakim dengan perhitungan pidana penjara pengganti, dengan uang pengganti dengan tidak pembayaran atau pembayaran sebagian dengan pemidanaan. Dengan usulan dan acuan ialah hal uang dengan penggantian rumusan dengan yaitu; keseluruhan dengan pengganti uang, kemudian pembagian total uang dengan pembayaran pidana penjara penggantian penetapan putusan. 
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